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MOTTO 

Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum 

sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. 

(Q.S Ar-Ra’d : 11 ) 

 

Kesuksesan tidak diukur dari seberapa sering Anda jatuh, tetapi 

seberapa sering Anda bangkit kembali. 

Ketika niat yang tulus bertemu dengan aksi, keajaiban tercipta. 

(Dyo Rahmansyah) 
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ABSTRAK 
 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang 
Cipta Kerja Dalam Sistem Otonomi Daerah Perspektif Siyasah 
Dusturiyah 
Oleh: Dyo Rahmansyah, NIM: 1711150099. 
Pembimbing I: Dr. Rohmadi, M.A. dan Pembimbing II: Wery 
Gusmansyah, M.H. 
 
Studi ini bertujuan untuk membahas mengenai Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam 
Sistem Otonomi Daerah bahwasanya Pasca Undang-undang Cipta 
Kerja disahkan, secara otomatis seluruh undang-undang lama yang 
diubah ataupun undang-undang baru harus dimaknai dan dibaca 
sesuai ketentuan undang-undang cipta kerja. Namun, undang-
undang tersebut rupanya secara substantif memberikan 
konsekuensi terhadap otonomi daerah yang menggeser 
desentralisasi kembali ke resentralisasi serta berdampak terhadap 
kewenangan pemerintah daerah yang terkurangi akibat 
pemberlakuan undang-undang ini. Sehingga mengancam 
semangat otonomi daerah yang merupakan amanat Undang-
undang Dasar 1945. Maka berdasarkan pengamatan tersebut 
sekiranya penting untuk membahas hal demikian di dalam objek 
penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
hukum normatif berdasarkan konsep (conceptual approach) dan 
perundang-undangan (statute approach) berdasarkan penelitian 
secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan, buku-
buku, jurnal dan artikel yang berhubungan dengan judul penelitian 
yang penulis teliti. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara 
implementasi Undang-undang Cipta Kerja telah mengakomodir 
kemudahan dalam memberikan perizinan untuk membangun 
usaha, namun terdapat kelemahan yang terjadi pada pelaksanaan 
Undang-undang Cipta kerja, dimana secara administrasi 
pemerintah pusat tidak mengimplementasikan asas konkuren yang 
seharusnya disesuaikan terhadap dampak yang dihasilkan dari 
penerbitan izin usaha tersebut. Menurut siyasah dusturiyah 
pelaksanaan undang- undang cipta kerja dalam sistem otonomi 
daerah merupakan perwujudan dari hukum islam, karena undang- 
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undang cipta kerja merupakan aturan yang mengikat semua orang 
termasuk pemerintahan daerah. Dalam islam pun ketika peraturan 
sudah di putuskan maka harus diterapkan. Pelaksanaan undang-
undang cipta kerja dalam sistem pemerintahan daerah tidak 
bertentangan dengan kajian siyasah dusturiyah, maka pelaksanaan 
ciptaker dalam sistem pemerintahan daerah menurut perspektif 
siyasah dusturiyah sudah sesuai. 
 
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Desentralisasi, Siyasah Dusturiyah. 
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ABSTRACT 
 

Implementation of Law Number 11 of 2020 concerning Job 
Creation in the Regional Autonomy System Siyasah Dusturiyah 
Perspective 
By: Dyo Rahmansyah, NIM: 1711150099. 
Supervisor I: Dr. Rohmadi, M.A. and Supervisor II: Wery 
Gusmansyah, M.H. 
This study aims to discuss the implementation of Law Number 11 
of 2020 concerning Job Creation in the Regional Autonomy System, 
namely that after the Job Creation Law is passed, automatically all 
old laws that are changed or new laws must be interpreted and 
read according to the provisions. job copyright law. However, this 
law seems to have substantive consequences for regional autonomy 
which shifts decentralization back to recentralization and has an 
impact on the authority of regional governments which is reduced 
as a result of the enactment of this law. So it threatens the spirit of 
regional autonomy which is a mandate of the 1945 Constitution. So 
based on these observations, it seems important to discuss this 
matter in the object of this research. This research uses a normative 
legal research approach based on concepts (conceptual approach) 
and legislation (statute approach) based on in-depth research on 
statutory regulations, books, journals and articles related to the 
research title that the author is researching. The results of this 
research show that the implementation of the Job Creation Law has 
accommodated ease in granting permits to build businesses, but 
there are weaknesses that occur in the implementation of the Job 
Creation Law, where administratively the central government does 
not implement the concurrent principle which should be adjusted 
to the impact resulting from the issuance of the business permit. 
According to siyasah dusturiyah, the implementation of the work 
copyright law in the regional autonomy system is a manifestation 
of Islamic law, because the work copyright law is a rule that binds 
everyone, including regional governments. In Islam, even when 
rules have been decided, they must be implemented. The 
implementation of the job creation law in the regional government 
system does not conflict with the siyasah dusturiyah study, so the 
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implementation of job creation in the regional government system 
according to the siyasah dusturiyah perspective is appropriate. 
 
Keywords: Regional Autonomy, Decentralization, Siyasah Dusturiyah. 
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